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BAB III  

PENUTUP 

Kesimpulan  

 Berdasarkan paparan data dan analisa dalam bab II akhirnya dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut:  

Pertanggungjawaban orang dewasa yang mempekerjakan anak dibawah umur 

sebagai pekerja seks dapat berupa pemberian sanksi menurut undang-undang yang 

berlaku dan juga dapat dijatuhkan sanksi berlapis maupun tidak berlapis, jika 

berlapis primer subsider atau alternative seperti yang tercantum dalam hasil 

penelitian. Permasalahan anak-anak dibawah umur yang sudah terlanjur 

dipekerjakan sebagai pekerja seks akan dikembalikan kepada orang tua masing-

masing atau dimasukkan ke pusat rehabilitasi, selanjutnya orang-orang yang 

mempekerjakan mereka atau mucikarinya akan diadili dan pengadilan tersebut 

terbuka untuk umum (jika kasusnya prostitusi yang melibatkan anak dibawah 

umur maka persidangan tertutup untuk umum) dan pada saat sidang pengadilan 

pemeriksaan saksi anak tertutup untuk umum (majelis Hakim dapat meminta 

sidang tertutup untuk umum) seperti yang tertera di hasil penelitian. Undang-

undang yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku yang memperkejakan anak-

anak sebagai Pekerja Seks adalah Undang-Undang no 21 tahun 2007 tentang 

Perdagangan Manusia (pasal 2) dan Undang-Undang no 35 yahun 2014 tentang 

Perlindungan Anak (pasal 5, pasal 6 dan pasal 7) itu semua tergantung dakwaan 
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apa yang dipakai waktu persidangan dan tergantung spesifikasi kasus tersebut 

serta tergantung dari akibat yang ditimbulkan dari permasalahan tersebut. 

Saran  

1. Pertanggungjawaban hukum harus sesuai dengan Undang-Undang yang 

berlaku dan jika bisa pasal yang menjerat pelaku harus lebih berat agar 

dapat menimbulkan efek jera kepada pelaku 

2. Penegak hukum harus memberikan hukuman yang berat bagi pelaku yang 

merupakan orang dewasa yang melibatkan anak dibawah umur sebagai 

pekerja seks 

3. Pemerintah harus bisa melindungi hak-hak anak di bawah umur agar tidak 

terlibat praktek prostitusi 

4. Pemerintah dan pihak kepolisian ada baiknya untuk sering melakukan 

razia ke tempat-tempat prostitusi  
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